PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 183 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
180

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 421 TAHUN
1998

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU
(UPT) PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALLI,
Menimbang : a. bahwa dalam wusaha meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana diamanatkan dalam Garis-
garis Besar Haluan Negara Tahun 1993,
maka di pandang perlu untuk
membentuk Unit Pelayanan Terpadu di
Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pembentukan Unit Pelayanan
Terpadu adalah merupakan perwuj udan
dari fungsi dan peran Aparatur Negara
sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara
yang di tuntut mampu memberikan
pelayanan yang baik, j elas, cepat, dan
pasti yang memiliki kehan-dalan, moral dan
watak pengabdian yang tinggi pada
masyarakat, Bangsa dan Negara;
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c. bahwa untuk adanya pedoman dan
pegangan bagi petugas pelaksanaan Unit
Pelayanan Terpadu, di pandang perlu
menuangkannya ke dalam Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

Menetapkan

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lem-baran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
115; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38; Tam
bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3037);

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1995 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu
Pelayanan Aparatur
Pemerintah Kepada Masyarakat;

4. Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang
Pedoman
Tatalaksana Pelayanan Umum;

5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Bali Nomor
6 Tahun 1997, tentang Pembentukan
Sekre-tariat
Bersama Pelayanan Terpadu di Daerah
Ting-kat I Bali
dan Daerah Tingkat II se Bali (Kecuali
Kabupaten
Daerah Tingkat II Gianyar).

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN
TERPADU (UPT) PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI.
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Pasal 1

Membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali yang bertujuan
memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara terpadu pada satu atap di bidang
perijinan dan rekomendasi, yang menj adi
kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali sesuai ketentuan
Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 2

Jenis-jenis perijinan dan rekomendasi yang
diterbitkan pada Unit Pelayanan Terpadu



(UPT)
Propi
nsi
Daera
h
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at I
Bali
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a
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Lamp
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Keput
usan
ini.

Pasal
3

Selur
uh
petug
as
yang
memb
erikan
pelay
anan
pada
Unit
Pelaya
nan
Terpa
du
(UPT)
Propin
si
Daera
h
Tingk
at I
Bali,
pembi
naan
karier
kepeg
awaia
nnya

tetap menj adi tanggung jawab dari Pimpinan
unit-unit kerja yang ber-sangkutan.

Pasal 4

Segala biaya yang di timbulkan dari
pembentukan Unit Pelayanan Terpadu
(UPT) Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Agustus
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,
ttd. AHIM
ABDURAHIM

Tembusan disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
(3 expl).

3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

4. Para Kepala Badan Lingkup Pemerintah Daerah Tingkat
Bali.

5. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali
(Biro Hukum 11
expl).

6.Arsip.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 27
AGUSTUS 1998 NOMOR 421 TAHUN
1998 TENTANG PEMBEN-TUKAN UNIT
PELAYANAN TERPADU (UPT)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

JENIS-JENIS PERIJINAN DAN REKOMENDASI YANG
DILAYANI PADA UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI, MELIPUTI :

A. Jenis Perijinan
1. Jj in kerj a Pemborong/Konsultansi dan TDR
. ]j in Pertunj ukan Artis Asing
. Ijin Pertunjukan Artis Lokal/Dalam Negeri
. Ijin Shoting Film Dokumenter
. Ij in Shoting Film Berita/Sinetron

o U B W N

. Ijin Penggunaan Lapangan Puputan Margarana
Renon Denpasar

7. Ijin Penggunaan jalan raya untuk disebelah timur
lapangan dan di-
sebelah berat Lapangan Puputan Margarana Renon
Denpasar

8. Ij in Pengumpulan Uang/Barang
9. Jj in Pembangunan tempat-tempat Ibadah untuk
umum
10.]j in Prinsip Hotel Melati
11.Jj in Rumah Makan
12.Jjin Prinsip Membangun Bar
13.]j in Prinsip Pasar Swalayan
14.7j in Prinsip penyimpanan dan penimbunan bahan
bakar
15.]j in Daftar Rekanan Mampu
16.Ijin Prinsip Rafting
17.1jin Usaha Peternakan

18.]j in Prinsip Usaha Peternakan
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19. [jin Pestisida
20. [jin Sapi potong antar Pulau

B. Jenis Rekomendasi
1. Rekomendasi Kesenian Ke Luar Negeri
2. Rekomendasi undian gratis berhadiah barang/uang
3. Rekomendasi permohonan bantuan kepada yayasan
Darmais
4. Rekomendasi permohonan bantuan pembangunan TMP
kepada Mensos
5. Rekomendasi pendirian PTS

6. Rekomendasi tentang permohonan bantuan Sosial
dan Kerohanian
Banpres

7. Rekomendasi DRM.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI
ttd. AHIM
ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
183 Tanggal : 30 Oktober 1998 Seri
: D Nomor : 180

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali, ttd.
DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454
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